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uku ini secara umum membahas tentang perkawinan dalam konteks
hukum dan sosial di Indonesia. Fokus utama adalah pada perkawinan
diMmrmhlsuwnmgyarngmndiuwmhulwmm
sosial yang luas. Secara hukum, buku ini menjelajahi berbagai peraturan
danmdamg-undang yang mengatur perkawinan, termasuk syarat-syarat sah
parhauﬂmnﬂwmiumng-ummmmandmmadat Isu
pencatatan perkawinan juga menjadi topik utama, di mana buku ini
mengevaluasi sistem yang ada dan implikasi dari kelalaian dalam pencatatan
perkawinan. Dari perspekiif sosial, buku ini menganalisis faktor-faktor yang
berkontribusi terhadap prevalensi perkawinan di bawah umur, dampaknya
mmpmmu@nmwmmwwmmmmm
ini, Secara keseluruhan, buku ini menawarkan panahammyangmndm‘am
tentang dinamika perkawinan di Indonesia, berusaha menjelaskan isu-isu
kompleks dalam konteks hukum dan sosial, dan mengeksplorasi potensi
solusi untuk masalah yang terkait dengan perkawinan di bawah umur dan

pencatatan perkawinan.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran
penulis yang diberi judul “Dinamika Hukum Pernikahan di
Bawah Umur”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk
menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan
banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu
penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
pembaca.

Buku ini mencoba memberikan ulasan hukum tentang
pernikahan di bawah umur. Peraturan perkawinan sudah sangat
jelas harus dicatatkan, tapi sayangnya saat praktek persoalan
pendaftaran nikah dalam pencatatan perkawinan telah terjadi
persoalan sosial, khususnya bagi peraturan perkawinan di bawah
umur. Sangat marak terjadi dalam tata cara pendaftaran
pencatatan perkawinan apalagi pencatatan perkawinan di bawah
umur karena terjadi kelalaian dari kedua calon suami dan calon
istri, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri, karena ulah
mereka, orang tua mereka juga bertanggung jawab atas kepada
anak mereka yang akan melaksanakan perkawinan, dan juga
dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang tidak tertib
dalam administrasi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata
saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini
akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB
PENDAHULUAN

Perkawinan dibawah umur adalah sebuah permasalahan
masih saja terjadi dan masih belum terselesaikan. Perkawinan di
bawah umur selalu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Begitu
pula hal tersebut dilakukan oleh aparatur dan masyarakat desa.
Menurut Undang - Undang perkawinan No. 1 tahun 1974
pengertian perkawinan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga).! Unit terkecil
yang mampu menghantarkan tatanan masyarakat yang baik
adalah rumah tangga. Untuk menciptakan keluarga yang
harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat. yang bahagia
dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada ketuhanan yang maha
esa.?

Sebuah rumah tangga dari sebuah perkawinan adalah hal
yang sangat penting yang kemudian bisa dibina sesuai dengan
peraturan atau norma-norma yang berlaku. Di dalam suatu rumah
tangga memadukan dua lawan jenis yang berbeda. Mereka
nantinya akan saling berhubungan untuk mendapatkan sebuah
keturuanan sebagai bagian dari proses regenerasi. Kedua usia
yang terdapat dalam sebuah rumah tangga tersebut disebut
keluarga. Keluarga adalah membentuk suatu rumah tangga yang
seharusnya menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan itulah

1Catur Yunianto, “ Perkawinan dini dalam perspektif Hukum Perkawinan” (Bandung:
Nusa Media,2018). Him. 03.
2 Saipudin Shidiq, Figih Konteporer, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 16



BAB TEORI HUKUM DALAM
PENCATATAN NIKAH
PERUNDANG - UNDANGAN
INDONESIA

Pentingnya Pencatatan Perkawinan dapat dilihat dalam
teori Pentingnya pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam teori
akibat hukum menurut (Soeroso, 2006:295), Akibat Hukum
merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu
sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik
perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang
tidak sesuai dengan hukum.”

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 Secara tegas menyatakan bahwa
suatu perkawinan wajib di catat berdasarkan Undang-Undang.
Apabila ketentuan 2 ayat (2) UU 1/9174 ini dihubungkan dengan
Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang
dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui
keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, tapi
tidak dicatat secara sendirinyayang tidak memiliki suatu
keabsahansebagai hal perkawinan menurut Undang-Undang.®

7 Dyah Ochtorina Susanti,Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan
(Perspektif Utilities), Jurnal Rechtidee, Vol 11 NO. 02. 2016. HIm 169

8Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-
Undangan Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14. No. 03. 2017.
Hlm 258



BAB
PERKAWINAN DI

BAWAH UMUR

Dalam Teori Fungsionalisme Struktural yang digagas oleh
Talcott  Parsons. Fungsionalisme Struktural memandang
masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara
fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan
fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang
menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan
ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan
Auguste Comte mengutarakan bahwasanya kita saling bergantung
antar satu sama lain bersama anggota organ tubuh kita yang lain,
dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat.*

Didalam undang undang tentang perkawinan yang sudah
di revisi dikatakanperkawinan itu akan diizinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur
16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1)
perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan
perempuan berumur minimal 19 tahun, ayat (2) Untuk
melaksanakan sebuah perkawinan apabila umur mereka
melampaui umur 21 tahunwajib mendapatkan izin dari kedua
orang tua, setara dengan keputusan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah bekerjasama
dengan MOU yang menentukan ketika Umur Perkawinan
pertamaakan diberi izin apabila pihak pria mencapai umur 25
tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.#

#Akhmad Rizqi Turama, Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parsons,
Jurnal Of Language Literary and Cultural Studies, Vol. 02. No. 02. 2018. Hlm 01
45Abdul Rokim, Ludya Surait, Op.Cit, HIm 113
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BAB KELALAIAN

A.

50

PENCATATAN NIKAH
PADA ANAK DIBAWAH
UMUR

Faktor Penyebab dari Kelalaian Pencatatan Nikah pada
Perkawinan Dibawah Umur

Undang - Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974
menganut prinsip calon suami itu harus matang jiwa raganya
untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir
perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat,
untuk itu harus dicegah adanya perkawinan calon suami istri
yang masih dibawah umur. Dalam undang - undang No. 16
tahun 2019 tentang perubahan atas undang - undang No. 1
tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan hanya diizinkan
apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun, perkawinan
dibawah umur bisa dilakukan jika mendapat dispensasi dari
pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang
tua pihak pria maupun wanita, namun dalam kenyataannya
apa yang diinginkan undang - undang belum terlaksana
dimasyarakat setempat.

Pada dasarnya setiap orang yang hendak melalukan
perkawinan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada
pegawai pencatatan perkawinan. Bagi yang beragama islam
ialah pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk yang urusan
ini merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama
(selanjutnya disingkat KUA) di tiap kecamatan, sedangkan bagi
yang bukan beragama Islam ialah kantor catatan sipil. Setelah
pegawai pencatat ini menerima pemberitahuan akan
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